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ABSTRACT 

This study examines the differences in legal reasoning between the Commercial 
Court and the Supreme Court in applying the principle of simple proof to a petition 
for the annulment of a settlement agreement filed by a creditor without voting rights, 
as reflected in Decision No. 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. This study aims to analyze 
the legal provisions regarding the annulment of a settlement agreement under the 
PKPU, examine the application of the principle of simple proof, and scrutinize the 
judges’ reasoning in the decision. The method employed is a normative legal 
approach using both a statutory framework and a case-based analysis. The results 
of the study indicate that a homologated settlement is binding on all creditors, and 
the application of the principle of simple proof should focus on the fulfillment of the 
elements of the existence of two or more creditors and debts that have fallen due, 
rather than on participation in the homologation meeting. This study concludes that 
there is a need for consistency in the application of the principle of simple proof to 
ensure legal certainty for all creditors. 

Keywords: Simple Proof, Cancellation of Settlement, Creditors Not Granted Voting 
Rights 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Niaga 
dan Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip pembuktian sederhana terhadap 
permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh kreditor yang tidak 
memberikan hak suara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 49 
K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan 
hukum pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU, mengkaji penerapan 
prinsip pembuktian sederhana, serta menelaah pertimbangan hakim dalam 
putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perdamaian yang telah dihomologasi mengikat seluruh 
kreditor, dan penerapan prinsip pembuktian sederhana seharusnya difokuskan 
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pada terpenuhinya unsur adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh 
tempo bukan pada keikutsertaan dalam rapat homologasi. Penelitian ini 
menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip pembuktian sederhana guna 
menjamin kepastian hukum bagi seluruh kreditor.  

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Pembatalan Perdamaian, Kreditor Tidak 
Memberikan Hak Suara 

 

A. Pendahuluan  
Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) merupakan instrumen hukum 

yang dirancang untuk memberikan 

penyelesaian yang cepat, efisien, dan 

berkeadilan bagi seluruh pihak yang 

terlibat dalam hubungan utang-

piutang. Salah satu prinsip utama 

yang membedakan mekanisme ini 

dengan gugatan perdata biasa adalah 

prinsip pembuktian sederhana. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU, 

permohonan pailit dapat dikabulkan 

apabila terdapat fakta yang terbukti 

secara sederhana yaitu adanya dua 

atau lebih kreditor dengan adanya 

utang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih. Yahya Harahap 

menyatakan bahwa pembuktian 

dalam pengertian sempit hanya 

diperlukan terhadap hal-hal yang 

masih diperselisihkan para pihak, 

sehingga prinsip ini seharusnya 

memudahkan penyelesaian sengketa 

tanpa memerlukan pemeriksaan yang 

mendalam layaknya perkara perdata 

biasa. 

Akan tetapi dalam praktiknya, 

penerapan pembuktian sederhana 

kerap menimbulkan perdebatan, 

khususnya ketika dikaitkan dengan 

kedudukan kreditor yang tidak 

memberikan hak suara dalam rapat 

persetujuan rencana perdamaian. 

Meskipun Pasal 286 UUK-PKPU 

menegaskan bahwa perjanjian 

perdamaian yang telah dihomologasi 

mengikat seluruh kreditor tanpa 

terkecuali mengenai ketidakterlibatan 

sebagian kreditor dalam rapat PKPU 

sering terjadi akibat kurangnya 

informasi. Munir Fuady menegaskan 

bahwa PKPU memberikan 

kesempatan kepada kreditor dan 

debitor untuk memutuskan cara 

pembayaran utang, termasuk 

merestrukturisasi utang-utangnya. 

Artinya, kreditor yang tidak 

terverifikasi sekalipun tetap memiliki 
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kepentingan hukum yang harus 

dilindungi dalam proses tersebut. 

Hal ini tercermin dalam perkara 

konsumen PT Selaras Mitra Sejati 

merupakan sebuah pengembang 

properti yang gagal menyerahkan unit 

apartemen sesuai perjanjian. Para 

konsumen yang tidak terdaftar dalam 

rapat homologasi mengajukan 

permohonan pembatalan perdamaian 

berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UUK-

PKPU yang menyatakan bahwa 

kreditor dapat menuntut pembatalan 

perdamaian apabila debitor terbukti 

lalai memenuhi isinya. Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan 

Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2024 mengabulkan 

permohonan tersebut. Namun 

Mahkamah Agung melalui Putusan 

Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 justru 

membatalkannya dengan 

pertimbangan bahwa para pemohon 

tidak terverifikasi dalam rapat kreditor 

dan perkara tidak dapat dibuktikan 

secara sederhana. Perbedaan 

pandangan kedua lembaga peradilan 

ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang serius bagi kreditor 

khususnya konsumen yang dirugikan. 

Penelitian ini bertujuan 

menganalisis ketentuan hukum 

pembatalan perjanjian perdamaian 

dalam PKPU, mengkaji penerapan 

prinsip pembuktian sederhana 

terhadap permohonan yang diajukan 

oleh kreditor yang tidak memberikan 

hak suara, serta menelaah 

pertimbangan hakim dalam Putusan 

Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan hukum 

kepailitan di Indonesia, khususnya 

dalam menjamin kepastian hukum 

dan perlindungan yang adil bagi 

seluruh kreditor. 

B. Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian yuridis normatif 

yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan, teori 

hukum, prinsip hukum, serta pendapat 

para ahli yang berkaitan dengan 

kepailitan dan PKPU. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan 

pendekatan kasus.  

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 
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Bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Bahan 

hukum sekunder diperoleh dari buku, 

jurnal, dan literatur hukum yang 

relevan, sedangkan bahan hukum 

tersier berupa kamus hukum dan 

ensiklopedia hukum. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui 

studi dokumen dengan cara 

membaca, menelaah, dan mengkaji 

berbagai bahan hukum yang berkaitan 

dengan penelitian. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan pendekatan deduktif 

untuk memberikan pemahaman yang 

sistematis terhadap permasalahan 

yang diteliti. 

 

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Pembatalan perjanjian 

perdamaian dalam proses PKPU 

diatur secara tegas dalam Pasal 170 

ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan 

bahwa kreditor dapat menuntut 

pembatalan perdamaian yang telah 

disahkan apabila debitor terbukti lalai 

memenuhi isi perdamaiannya. 

Perdamaian yang telah dihomologasi 

oleh Pengadilan Niaga memiliki 

kekuatan hukum tetap dan mengikat 

seluruh kreditor tanpa terkecuali, 

termasuk kreditor yang tidak hadir 

maupun yang tidak menggunakan hak 

suaranya dalam rapat, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 286 UUK-

PKPU. Dengan demikian, 

ketidakikutsertaan kreditor dalam 

rapat homologasi tidak menghapus 

hak mereka untuk menuntut 

pelaksanaan perdamaian maupun 

mengajukan pembatalannya ketika 

debitor terbukti lalai. Homologasi 

berfungsi sebagai instrumen 

hubungan hukum antara debitor dan 

seluruh kreditornya dalam satu 

dokumen perdamaian yang berlaku 

sama dan mengikat bagi semua pihak, 

sehingga seluruh variasi dan 

kerumitan hubungan hukum yang 

sebelumnya terjadi seharusnya sudah 

terangkum secara menyeluruh dalam 

dokumen perdamaian tersebut. 

Prinsip pembuktian sederhana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

ayat (4) UUK-PKPU berlaku pula 

dalam perkara pembatalan 

perdamaian melalui ketentuan Pasal 

291 ayat (1) jo. Pasal 171 UUK-PKPU 

secara mutatis mutandis, namun 

penerapannya harus disesuaikan 

dengan objek perkara yang berbeda. 

Dalam permohonan pailit objek 

pembuktian sederhana adalah 
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terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) 

UUK-PKPU yakni adanya dua atau 

lebih kreditor dan adanya utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat 

ditagihsedangkan dalam pembatalan 

perdamaian objek pembuktian 

sederhana seharusnya beralih kepada 

terbuktinya kelalaian debitor dalam 

melaksanakan isi perdamaian yang 

telah dihomologasi sebagaimana 

dimaksud Pasal 170 ayat (1) UUK-

PKPU. Hadi Shubhan berpendapat 

bahwa pembuktian sederhana pada 

dasarnya dapat dilihat dari adanya 

fakta secara prima facie yang 

menunjukkan terpenuhinya unsur 

yang disyaratkan undang-undang 

tanpa perlu pemeriksaan yang 

mendalam. Selama hakim dapat 

menyimpulkan secara logis dari alat-

alat bukti yang ada bahwa debitor 

tidak melaksanakan isi perdamaian 

maka syarat pembuktian sederhana 

sudah terpenuhi dan permohonan 

harus dikabulkan. 

Mahkamah Agung melalui 

Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-

Pailit/2025 membatalkan putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu 

Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-

Pembatalan Perdamaian/2024/PN 

Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan 

bahwa perkara tidak memenuhi syarat 

pembuktian sederhana karena 

adanya perbedaan kondisi masing-

masing pembeli unit apartemen, baik 

dari sisi kepentingan, status 

kepemilikan, maupun status utang. 

Mahkamah Agung memusatkan 

penilaiannya pada kompleksitas 

hubungan hukum antara debitor dan 

para kreditornya, berbeda dengan 

Pengadilan Niaga yang memusatkan 

penilaiannya semata-mata pada 

terbukti atau tidaknya kelalaian debitor 

dalam memenuhi isi perdamaian. 

Pertimbangan Mahkamah Agung 

tersebut diperkuat oleh Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2023 yang menyatakan bahwa 

perkara yang melibatkan 

pengembang apartemen pada 

umumnya tidak memenuhi syarat 

pembuktian sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 

UUK-PKPU. Dengan menjadikan 

kompleksitas hubungan hukum 

sebagai ukuran pembuktian 

sederhana, Mahkamah Agung secara 

tidak langsung menambah syarat 

yang tidak diatur dalam Pasal 170 

ayat (1) UUK-PKPU sekaligus 

menjadikan fungsi homologasi 

sebagai instrumen penyederhanaan 
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hubungan hukum kehilangan 

maknanya. 

Fakta kelalaian debitor dalam 

perkara ini sesungguhnya sudah 

sangat jelas dan tidak memerlukan 

pemeriksaan yang rumit. Debitor tidak 

menyerahkan unit apartemen kepada 

Pemohon I sesuai jadwal yang telah 

disepakati, hanya memenuhi 

pembayaran refund hingga termin 

ketiga dari sepuluh termin yang telah 

disepakati kepada Pemohon II, dan 

bahkan secara tertulis mengakui 

ketidaksanggupannya memenuhi 

kewajiban perdamaian melalui surat 

tertanggal 24 Maret 2021. Fakta-fakta 

ini sudah lebih dari cukup untuk 

memenuhi pembuktian sederhana 

sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 

(4) UUK-PKPU sehingga permohonan 

pembatalan perdamaian seharusnya 

dikabulkan. Apabila setiap perkara 

yang melibatkan developer dengan 

banyak kreditor selalu dianggap tidak 

sederhana hanya karena diperkirakan 

akan menimbulkan kerumitan pada 

tahap pemberesan di kemudian hari 

maka mekanisme pembatalan 

perdamaian yang diatur dalam Pasal 

170 UUK-PKPU berpotensi 

kehilangan efektivitasnya sebagai 

instrumen perlindungan bagi para 

kreditor. 

Kepastian hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch menuntut adanya 

aturan yang jelas, konsisten dan dapat 

diterapkan secara pasti. Penerapan 

pembuktian sederhana yang 

bergantung pada penilaian 

kompleksitas umum perkara 

sebagaimana tercermin dalam 

Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-

Pailit/2025 berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi para 

kreditor karena perkara yang secara 

normatif memenuhi unsur kelalaian 

justru dapat ditolak dengan alasan 

kompleksitas hubungan hukum yang 

bersifat umum. Perbedaan 

pandangan antara Pengadilan Niaga 

dan Mahkamah Agung dalam perkara 

ini mencerminkan masih belum 

adanya keseragaman standar 

pembuktian sederhana dalam hukum 

kepailitan Indonesia yang pada 

akhirnya berpotensi mempersempit 

fungsi Pasal 170 UUK-PKPU sebagai 

instrumen perlindungan hukum yang 

nyata bagi para kreditor sekaligus 

membuka celah bagi debitor yang 

terbukti lalai untuk lepas dari 
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konsekuensi hukum yang seharusnya 

ia tanggung. 

D. Kesimpulan 
Ketentuan hukum mengenai 

pembatalan perjanjian perdamaian 

dalam proses PKPU diatur dalam 

Pasal 170 dan Pasal 171 UUK-PKPU 

yang memungkinkan kreditor 

mengajukan pembatalan apabila 

debitor lalai melaksanakan 

kewajibannya. Prinsip pembuktian 

sederhana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 

seharusnya diterapkan dengan 

menilai secara sederhana apakah 

debitor telah memenuhi isi 

perdamaian bukan dengan mengukur 

kompleksitas hubungan hukum para 

pihak secara keseluruhan. Kreditor 

yang tidak menggunakan hak suara 

dalam rapat perdamaian tetap 

memiliki kedudukan hukum yang 

sama karena homologasi mengikat 

seluruh kreditor tanpa terkecuali. Oleh 

karena itu, diperlukan penegasan 

yang lebih jelas dan konsisten dalam 

praktik peradilan mengenai objek 

pembuktian dalam perkara 

pembatalan perdamaian dan 

Mahkamah Agung perlu menegaskan 

kembali penerapan SEMA Nomor 3 

Tahun 2023 agar tidak ditafsirkan 

sebagai dasar untuk secara otomatis 

menolak permohonan yang 

melibatkan developer. 
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